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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas udara 
bersih dan sehat, sehingga kualitas udara 
harus dijaga dan dipelihara melalui upaya 
pengendalian pencemaran udara secara 
sistematis, terukur, terus menerus dan 
konsisten; 

b. bahwa dengan meningkatnya kegiatan di 
berbagai bidang terutama industri dan 
transportasi, menyebabkan turunnya 
kualitas udara yang berpotensi 
menimbulkan pencemaran udara; 

c. bahwa Peraturan Daerah mengenai 
pencegahan, penanggulangan dan 
pemulihan pencemaran udara belum diatur 
secara regional, utuh menyeluruh dan 
terpadu; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b  
dan c tersebut di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
tentang  Pengendalian Pencemaran Udara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat 
(Berita Negara tanggal 4 Juli 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 
tentang Perindustrian (Lembaran Negara  
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 3274); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran  Negara  Tahun  1992      
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3480); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara  
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 3495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara  Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 
3699); 
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6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 
Negara  Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 3821); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara  Tahun 2002 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 
4247); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara  Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4437) 
jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4548); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3815) jo. 
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3910); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Pengendalian Pencemaran 
Udara (Lembaran Negara  Tahun 1999 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3853); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2001 tentang Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4153); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4532); 

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Nomor  5 Tahun 2006 tentang 
Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan 
Bermotor; 

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup  Nomor  48 Tahun 1996 tentang 
Baku Tingkat Kebisingan;  

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp041.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp074.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp036.doc

